BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemanfaatan kawasan hutan yang diukur melalui indikator
efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan
menunjukkan hasil yang baik, dimana sebagian besar indikator
mencerminkan kondisi positif dengan persentase rata-rata sebesar 73,4%. Hal
ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah berjalan dengan baik
dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

2. Tingkat pemberdayaan masyarakat yang diukur melalui indikator partisipasi
masyarakat, penguatan kapasitas, akses terhadap sumber daya/informasi,
kemandirian dan penguatan ekonomi, serta kontrol dan kekuatan tawar
masyarakat menunjukkan kondisi cukup baik, dengan persentase sebesar
68,82%. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat telah memiliki tingkat
pemberdayaan yang cukup baik dalam pemanfaatan kawasan hutan.

3. Berdasarkan hasil uji regresi, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05
yang menunjukkan bahwa kebijakan pemanfaatan kawasan hutan
berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, HO
ditolak dan H1 diterima yaitu terdapat pengaruh positif antara kebijakan

pemanfaatan kawasan hutan terhadap pemberdayaan masyarakat.
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4. Besarnya pengaruh kebijakan pemanfaatan kawasan hutan terhadap
pemberdayaan masyarakat ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R?)
sebesar 0,946, yang berarti bahwa variabel kebijakan mampu menjelaskan
pengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat sebesar 94,6%, sedangkan
sisanya sebesar 5,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kebijakan pemanfaatan

kawasan hutan terhadap pemberdayaan masyarakat, maka saran yang dapat

diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait
Pemerintah dan instansi terkait diharapkan dapat memperhatikan indikator
pemerataan dan responsivitas dalam pelaksanaan kebijakan pemanfaatan
kawasan hutan. Hal ini berkaitan dengan hasil penelitian yang menunjukkan
bahwa masih terdapat aspek yang perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan
kebijakan dapat mendukung peningkatan pemberdayaan masyarakat.

2. Bagi Pengelola Kawasan Hutan
Pengelola kawasan hutan diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan
masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan,
terutama dalam penyampaian informasi, pelaksanaan kegiatan, serta
keterlibatan masyarakat dalam program yang berkaitan dengan pemanfaatan

kawasan hutan.
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3. Bagi Masyarakat Pemanfaat Kawasan Hutan
Masyarakat diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam kegiatan yang
berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan, sehingga manfaat dari
kebijakan yang telah diterapkan dapat dirasakan secara lebih luas dan
mendukung proses pemberdayaan masyarakat.

4. Bagi Pengembangan Kebijakan
Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pemanfaatan kawasan hutan terbukti
memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu,
dalam pengembangan kebijakan selanjutnya perlu mempertimbangkan
aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, seperti partisipasi, akses terhadap
sumber daya/informasi, penguatan kapasitas, serta kemandirian masyarakat.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan
menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan pemberdayaan
masyarakat, seperti faktor kelembagaan, sosial ekonomi, maupun faktor

pendukung lainnya yang belum dikaji dalam penelitian ini.
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